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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
b.
Mengingat o 1.
2.

bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah di lingkungan
Kementerian Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di  Lingkungan
Kementerian Pariwisata perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pariwisata tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pariwisata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Pariwisata;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 214);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2016 tentang
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 890);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 890), diubah

sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian
Pariwisata dikoordinasikan oleh Sekretaris
Kementerian.

(1a) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

(2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (1la) dilaksanakan sesuai petunjuk
pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris

Kementerian.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7
(1) Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua
kegiatan yang meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan
pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan

pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan



